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PROBLEMATIKA PENGATURAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK
Dr. Wendra Yunaldi, SH.8°

ABSTRAK

Organisasi sayap partai politik merupakan elemen penting dalam Partai Politik, sebab, sayap
partai sering menjadi organisasi independen dalam partai politik untuk mengembangkan
beberapa program partai politik yang bersifat strategis yang secara tidak langsung tidak dapat
di cover oleh Partai Politik. Dengan kehadiran organisasi sayap, partai politik sebagai elemen
demokrasi dapat menjangkau secara luas penyebaran visi dan misinya kepada masyarakat.
Permasalahan utama dalam makalah ini adalah; bagaimanakah pengaturan yang konstitusional
terhadap organisasi sayap partai politik serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan
keuangan oleh organisasi sayap partai politik?. Dengan pendekatan yuridis normative dan
comparative, bahan-bahan terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai dogma-
dogma hukum terkait dengan permasalahan yang akan diteliti digunakan dengan selektif
sehingga dapfjditemukan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap organisasi
sayap pgJai yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian
dirobah dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, yang nota bene memf{gjki kegiatan dan bentuk yang sama dengan perkumpulan dan
ormas yang diatur oleh UU 16 Tahun 2017 tentang Pefgjtapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Setelah menganalisis bahan-bahan yang ada
Eparapkan ditemukan jawaban atas problem pengaturan organisasi sayap partai ke depanya,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiat{fflkegiatan organisasi kemasyarakatan
yang nota bene diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Dan
kesimpulannya, organisasi sayap partai politik dan organisasi kemasyarakatan memang harus
dibedakan, akan tetapi, perlu pengaturan yang lebih tegas dari Kemenkumham terhadap
keberadaan organisasi sayap partai politik agar tidak terjadi tumpang tindih serta juga tidak
menimbulkan konflik ideologis di tengah-tengah masyarakat oleh karena kegiatan organisasi
sayap yang cenderung mendorong konflik kepentingan di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Problematika, Pengaturan, Organisasi Sayap Partai Politik

A. PENDAHULUAN

Salah satu jaminan konstitwonal bagi masyarakat adalah berserikat dan berkumpul
serta mengelua&(an gagasan atau pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluar kan p%ran dengan lisan dan tulisan
dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut mesti ditetapkan

%Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kampus Bukittinggi, ¢-mail:
wendrayunal d78(@gmail.com. Disampaikan dalam acara SIMPOSIUM NASIONAL HUKUM TATA NEGARA,
tanggal 29-30 Juni 2019 diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII bekerja
sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
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dengan undang-undang. Dengan ditetapkannya ketentuan mengenai kemerdekaan
berserikat dan berkumpul dengan undang-undang, maka diharapkan dapat memberi
kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap organisasi-organisaaersebut.

Dua asas penting dapat ditangkap dari Pasal 28 UUD 1945 yaitu kepastian hukum
dan perlindungan hukum. Kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang adalah
bahwa perkumpulan, berserikat atau berorganisasi itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
Dan aturan-aturan yang dimuat dalam undang-undangpun mesti menormakan ketentuan
yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga
undang-undang menjadi pengayom, bukan sebaliknya, pembatas dan menghilangkan hak-
hak kebebasan ber organisasi masyarakat atas alasan policy pembuat undang-undang.

Sedangkan asas perlindungan hukum dimaksudkan bahwa dengan pengaturan
kehidupan ber organisasi masyarakat diharapkan visi, misi, program dan potensi organisasi
untuk memberdayakan dan melakukalaenguatan masyarakat dalam rangka mewujudkan
masyarakat relegius, masyarakat yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, masyﬁkat
ber persatuan, masyarakat yang demokratis, dan masyarakat yang berperan serta dalam
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan demikian, undang-
undang hadir sebagai pengayom dan sekaligus melindungi misi organisasi agar dapat
memperankan diri me&a di tengah-tengah masyarakat secara berkualitas dan bermartabat.
Persoalan dilematis yang masih menjadi perdebatan sampai saat ini adalah antara
kedudukan hukum orgaﬁ'sasi sayap partai politi di dalam UU No. 2. Tahun 2008 tentang
Partai Politik®'! dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturaﬁemerintah
Pengganti UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 12 huruf J menyiratkan hak
partai politik untuk membentuk organisasi sayap, sementara dalam UU No. 17 Tahun 2013
sama sekali tidak menyebutkan tentang organisasi sayap partai politik® yang nota bene
juga tempat berkumpul dan memiliki satu visi serta program kerja yang terstruktur dari
pusat sampai ke dacrah sebagaimana layaknya sebuah organisasi masyarakat®3. Oleh karena
ketidakjelasan dasar hukum yang menjadi landasan status organisasi sayap partai politik,
persoalan baru muncul yaitu tentang keberadaan keuangan organisasi sayap partai politik.

Apakah dana-dana yang diperoleh oleh organisasi sayap partai itu mengacu kepada laporan

$1UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
#2Selanjutnya disingkat OSP
#Selanjutnya disingkat Ormas
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yang melekat dengan partai politik atau berdiri sendiri.** Jika melekat dengan partai politik,
maka seluruh kegiatan organisasi sayap partai mesti melaporkan penggunaan keuangan
organisasinya. Sebaliknya, jika tidak, maka dana yang diberikan oleh partai politik kepada
organisasi sayap tentu dapat dianggap sebagai tempat penggunaan uang yang melanggar
hukum, sebab, tidak ada pertanggungjawaban yang mesti diberikan oleh organisasi sayap
partai politik.

Komitmen ﬁrtai politik dengan KPK terkait dengan Sistem Integritas Partai Politik
(SIPP) yang berisi kode etik, demokrasi internal partai politik, kaderisasi, rekrutmen dan

keuangan partai yang transparan serta akuntabel.*

Dengan adanya komitmen partai politik
dengan KPK diharapkan pertanggungjawaban penggunaan dana partai politik khususnya
tentu tidak hanya bersifat formal belaka. Sebab, partai politik merupakan entri yang sangat
potensial masuknya sumber-sumber keuangan political rent antara pengusaha, pemilik

capital dengan sumber-sumber kekuasaan yang cenderung dikuasai oleh partai politik.

B. PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi Organisasi Sayap Partai Politik dan Ormas

Istilah organisasi sayap partai politik (OSP) muncul dalam Pasal 12 huruf (j)

UU No. éTahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik berhak “membentuk dan
memiliki organisasi sayap Partai Politik™. OSP dalam UU Partai Politik tidak dijelaskan
pengertiannya, melainkan hanya disebutkan mengenai hak partai politik untuk
membentuk OSP. Apa itu OSP, dalam undang-undang partai politik tidak ditemukan
pengertiannya, oleh karena itu, untuk mendefinisikan OSP mesti menjelaskan masing-
masing terminologi yang terdapat dalam konsep OSP.
Organisasi adalah diartikan sebagai suatu unit (satuan) sosial yang
ikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang berfungsi
atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkai
tujuan bersama.®® Untuk melihat organisasi sebagai sebuah unit dapat dilihat dari dua

pendekatan, yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif. Pendekatan objektif

$4Sebab terkait dengan dana partai politik, rekening atas nama partai politik bersangkutan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ UU No. 2 Tahun 2011.

#5Arie Dwi Satrio “ KPK Bahas Revisi UU Parpol dan Sistem Pemilu”, https:/news.okezone.com, 23
November 2018, 1duh tanggal 25 Maret 2019

#Stephen P Robins, Perilaku Organisasi, 2006, edisi kesepuluh. PT Indeks Gramedia, Jakarta, him. 4
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